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B PATIL 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT 
NOMOR .3 .. TAHUN 2021 

• 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

Menirobang 

Mengingat 

. . 

. . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a . 

BUPATI LAHAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagairo::\lla telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan 
Peratu.ran Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah 
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan palin.g lambat 6 
(eriaro) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairoana diroaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Labat Tahun 
Anggaran 2020. 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Suroatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tarobahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 
Nomor 75; Tarohahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarohahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo 4286); 

5. Undang-Undaog Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaao 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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7 Undo.11g Undo11g Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penmbangan 
Kcuongan Antara J>emcnntah Pu at dan Pemenntah Daerah 
(l..cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
•rrunl,nhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), , 

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah 
dan Retribusi (Lem.baran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia 
Nomor 5587) sebagairo::ina telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pem~rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarobahan Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndones1la Nomor 4416) sebagairoana telah diubah 
beberapa ka11, tera.khlr dengan Peraturan Peroerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirnpman dan Anggota Dewan 
Perwalolan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tarobahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 712) ~ 

11 . Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentaog 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tarohahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4502) sebaeairoana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lem.baran Negara RI Tahun 
2012 Nomor 171, Taro bahan Lembaran Negara RI Nomor 5430). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tarobahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintab Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Info1masi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 'T'arnhahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagairoana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tarohahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja In.stansi Pemerintah (Lembaran Negara 
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Al{ttiit1111ai llt•111<·r·i11t11f11111 (I..crnt,Lu·11n Nc•11;r.trr1 J;:,~pul,Jik Jr1cl,,n~Hio 
1't,lltlrt 20 I() N<>rnc>r 123, ' l'uml,11111111 l.A:1nb11r,1n Nt.;l(ftrr:t J<cJ>tJ 1,Jik 
liicl<>11cttitt Nc>111<>1 5 165); 

16. J=>t•ri1t ll rt:111 l>c111c., rit1 li1l1 N<>J r1c>1 10 1'1111 tJ 11 '.20 l 1 I <·n t ;1ng J>j r1jam;1n 
J)11c111l1 (Lcr11l>t1r11t1 Nc..•gt1r11 J~c1>ublik Inclc>r1<.si1.t 1'ill1un 2()J J 
No111c>r 59, ·r,1mbol11ln J..cml,,irun Ncgoro J~c~pul>lik lncJon, •• ,n 
No111or 52 19); 

17. r>crt\lt1rnr1 J:>e1nc1·inlf1l1. Nomor ?. TEthun 2012 ten tang I libah Dacrnh 
(Lcmbarru1. Negara Rc1,ublik Indonesia Tahun 2012 Nornor 5, 
Tan1bnhan Lcmbru·an Negara RcpulJl1k Indonesia Nomor 5272), 

18. Pcraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang 
Pe11gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republil< Indonesia Nomor 6322); 

19. 

20. 

21. 

22. 

Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 l); 

Peraturan Dacrah I{abupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belan.Ja Daerah Kabupaten 
Labat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lahat Tahun 2019 Nomor 06); 

Peratu.ran Daerah Kabupaten Labat. Nomor 04 Tahun 2020 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat 
Tahun 2020 Nomor 04); 

Peratu.ran Daerah Kabupaten Labat Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT 
dan 

BUPATI LAHAT 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN 

TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 
bernpa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran ; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas ; 
f. Laporan Pernbahan Ekuitas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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(2) 
~por~. Keuangan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) 
dilampm dengan laporan lanerja dan ikhtisar Laporan Keuangan 
Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

dalam Pasal 1 Laporan Realisasi Anggaran sebaga1mana dimaksud 
ayat (1) huruf a tahun 2020 sebagai berikut 
a. Pendapatan Rp. 1.951.242.635.457,65 
b. Belanja Rp. 1.555.038.415.484,25 
c.Transfer ~R=P..:..• __ 4~5~1=.4~7~6=.3~5=2=•..:.....:.70~6~,0'--=0 

Surplus/(Defisit) Rp. (55.272 . 132 732,60) 
d. Pembiayaan 

- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Pasal 3 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

342.627 .429. 780,85 
0,00 

342.627.429.780,85 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran seba_eaim:ma diro:tksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut: 
1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejurnlah 

Rp. (l 74.110.980.112,65) dengan rincian sebagai beri.kut: 
a. Anggaran Pendapatan setelah 

Perubahan Rp. l.777.131.655.345,00 
b. Realisasi Rp. l .951.242.635.457,65 

Selisih kurang Rp. (l 74.110.980.112,65) 

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. 153.674.135.426,25 dengan rincian sebagai berikut: 

3) 

4) 

5) 

6) 

a. Anggaran Belanja setelah 
Perubahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih 

Rp. 1.708.712.550.910,50 
Rp. l.555.038.415.484,25 
Rp. 153.674.135.426,25 

Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah 
Rp. 338.267.820,00 dengan rincian sebagai berikut : 
a Anggaran transfer setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih 

Rp. 
Rp. 
Rp 

451.814.620.526,00 
451.476.352.706,00 

338.267 .820,00 

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaav 
sejumlah Rp. 40. 768.086.310,65 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan Rp. 383.395.516.091,50 
b. Reali sasi =R::.c:P..:..· --=3--'4=2~. 6;;;.;;:2:=...;7;.....;•.....;.4=2-"--9-'-'. 7-e8;...;0.....,,8 ___ 5 ___ 

Selisih lebih Rp. 40.768.086.310,65 

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

setelah Peru bahan Rp. 0, 00 
b. Realisasi ~R~p~. _______ _.;...0-,0-:-':0 

Selisih Rp. 0,00 

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto seJurnlah 
Rp. 40. 768.086.310,65 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pembiayaan Netto 

setelah Perubahan Rp. 383.395.516.091,50 
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chtlt1n1 l')t\Al\l I i1yHI (I) l1t1ruf I, per 31 fJ, .< rr,t,cr 'l'ahur1 '2<>2<J 
~c l1t1gtti l>e ri I< tl l : 
tt. Salclo At1gg,1ru11 Lcbi}1 Awai 
b . l{orcl<s1 Kcsolahttn SAL Awal 
c. Penggu11aan SAL sctcJah korcksj 
d. S1sa Lebih/Kurang 

Pemb1ayaan Anggaran 
(SiLPA/ (SiKPA) 

e Koreksi Kesalahan Pembukuan 
Tahun Sebelumny 

f. Lain Lain 
Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp. 
Rp 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp 
Rp 

342 943.9£,f> '.:!,'_,'-,,~, 

('316 51£, 47~,()()) 
342 627 429 '180 8, 

287 '355 297 048,25 

0,00 
0,00 

287 355 297 .048,25 

Neraca sebagaimana diro~ksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 
31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut : 
a. Jumlah Aset Rp. 3.185.117 .734.723,32 
b. J11mlah Kewajiban Rp. 9.054.017.271,16 
c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.176.063. 717 .452, 16 
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp. 3.185.117. 734. 723,32 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebaeaimana diro:tksud dalam Pasal 1 ayat 
(1) huruf d untuk Tahun yang berakhir ~ampai dengan 31 
Desember 2020 sebagai berikut : 

PENDAPATAN- LO 
a. Pendapatan Asli Daerah- LO 
b . Pendapatan Transfer-LO 
c. l,aio-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 

BEBAN 
SURPLUS /DEFISIT DARI OPERAS! 
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL 
a. Surplus Penjualan Aset 

Non Lancar - LO 
b. Surplus dari kegiatan Non 

Operasional lainnya - LO 
C. Defisit Penjualan Aset Non 

Lancar - LO 
d. Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya - W 
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS 
LUARBIASA 

Rp. 1.822.880. 986.454,04 
Rp. 121. 772.207.561,04 
Rp. 1.618.62 1. 983.126,00 

Rp. 82.486.795.767,00 

R2. 12979.577.158.822118 
Rp. (156 .696.172.368, 14) 

Rp. (1.302.170 .973,00) 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0 ,00 

Rp. (1 .302. 170.973,00) 

Rp. (157 .998.343.341, 14) 
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SURPLUS/D 
POS LU EFISJT DARI 
S AR BlASA - LO 

URPLUS/DEFISIT LO Rp._ _ ~94§_ 884 821.,00) 
Rp. { 160 947 228 162, 14) 

~ P~al7 
poran Arus K 

huruf e Untuk Tas sebagaimana ~aksud dalam Pasal 
2020 sebagai be~~~ yang berakhu- sampai dengan 31 

1 ayat (1) 
Desembcr 

a. Saldo Kas Awai per 
1 Januari 2020 

b . Arus Kas Bersih 
Dan Aktivitas Operasi 

c. Arus Kas Bersih Dan Aktivitas 
Investas1 

d . Arus Kas Bersih Dan Aktivitas 
Pendanaan 

e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 
Transitoris 

f . Saldo Kas Akhir per 
31 Desember 2020 

Pasal 8 

Rp. 343.006.566 542,85 

Rp. 3 11 841.083.395,40 

Rp (367.113.216 128,00) 

Rp 0,00 

Rp (319.529 918,00) 

Rp 287.414 903 892,25 

Laporan Pernbahan Ekuitas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 1 
ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2020 sebagai berikut : 
a. Saldo Awal Rp. 3.270.966.642.448,30 
b. Surplus/Defisit LO Rp. (160.947.228 . 162, 14) 
c. Dampak kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 0,00 
d. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan Akuntansi dari CTA 
Ke Akrual Rp. 0,00 

e. Koreksi Kesalahan Rp O, 00 
f. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp. 66.044.303 .166,00 
g . Jumlah Dampak Kumulatif (d+e+f) Rp. 66.044.303.166,00 
h. Ekuitas Akhir (a+b+g) Rp. 3.176.063. 717 .452, 16 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos Laporan 

Keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Jampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 
a. Lampiran I : 

Lampiran I. I : 

Laporan Realisasi Anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintah daerah 
dan organisasi 
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l-1l I I 11 I) i l'I 111 

f .. r1111 pi I'll 11 

b. 

c. Lampiron 
d. u.1mpirn11 
c. Lc1mpirt111 
f. Lampirn11 
g. Lamp1rt1n 
11. Lump1rt1n 
• 
1. Lamptrnn 

j. Lampiran 

k. Lrunp1ran 

1. Lampiran 
m. Lamp1ran 
n. Lamp1ran 

o. Lampiran 
p. Lampiran 
q. Lampiran 
r. Lampiran 
s. Lamp1ran 

t. Lampiran 
u. Larnp1ran 

1.2 

l.3 

1.4 

II 

III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 

• 
• 

• 
• X 

XI 

XII 
XIII 
XIV 

• 
• 

. . 
• 
• 

• 
• 

xv 
XVI 
XVII : 

• 
• . 
• 

XVIII : 
XIX 

xx 
XXI 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
' 

• • J~i,1c•i£111 la1>c,,·a11 rcol1actsi t:tnggoron 

lllt'lllJt LIi UI l1$(111 J)C_!m<!ri11taJ1 <lac,·0}1, 

c,1·r,1111itJtJtti, 1>c·11clc.11>all1n, l,c:l1111ju cJr;111 

J>t•rr1l>jt1y1111t1 

f~f•l<11pit ulttHi rc·r1lit-1r1si unggaran 

IJ<:lr1r1jr1 cJ:1cr1,.1J1 m<.:11t1rut urusar1 

pcmcri n t11ht;lr1 rlaert1h, organisasi, 

J>r<>1~ri1rn cJ,111 kct~is1lt1r1 

I~c·l<t1pitult:1si rc11lis1lsi t1nggariu1 

J,cJc111jf1 dacra h tint uk kcscJarasan 

dt1n l<cterp;:1dt111n urusan pcrncrintah 

ditcrcth dttn ft1ngsi drtlo.m r:1ngJ<a 

pcngclolaan kcu1mgan ncgara 

Lflporan Peru br1han Sal do Anggaran 

Lcbil1 
Nt•raca 
Lnpori1n Opcrf1sional 

Laporan Arus l{as 
Laporan Pcrubahan Ekuitas 

Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK) 

Daftar RckupituJasi Piu tang Daerah 

Daftar Rckapitulasi Piutang Tak 

Tcrtagih 
Daftar dana Bergulir dan Penyisihan 

Dana Berguhr 
Daftar Penyertaan Modal (Investas1) 

Pemenntah 
Daftar Rekapitulas1 Mutas1 Aset Tetap 

Daftar Rcl<ap1tulasi Aset Tetap 

Daftar Rckap1tulas1 Konstruksi Dalam 

Pekerjaan 
Daftar Rekapituls1 Aset Lamnya 

Daftar Dana Cadangan Daerah 

Daftar KewaJiban Jangka Pendek 

Daftar Kewajiban Jangka PanJang 

Daftar Kegiatan yang Belum 

Diselesaikan sd Akhir Tahun dan 

D1anggarkan kembali dalam TA. 

Berikutnya (DPAL) 

Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD 

Daftar Rekapitulasi Dana Desa 

Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat ( 2 ) terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah in1 

b . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Mil1k Daerah/ 

Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan 

Daerah ini. 
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Bupati Pasal 12 
P rnenetapk ertanggun . · an Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
lanjut dart ~awaban P_elaksant::tan APBD sebagai rincian lebih 

ertanggunmawaban Pelaksanaan APBD. 

Pasal 13 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangl<an. 

:gar setiap orang mengetahumya, memerintah.kan pengundangan 
eraturan Daerah ini dengan penempatannya da1am Lembaran 

Daerah Kabupaten Labat. 

-; 

* 

Diundangkan di Labat 
pada tanggal ;lS - 1" - 2021 

~· Ditetapkan di Lahat 
~ ada..;tanggal ~ g -

-·---

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABAT TAHUN 2021 NOMOR . ~ 

2021 

NOREG PERATURAN DAERAH J{ABUPATEN LAHAT, PROVINS! SUMATERA 
SEJ,ATAN :(3-68/2021). 


